KEENAM : Pada saat mulai berakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubemur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomar 144/KEP/2006 tentang Fembentukan
Komisi Irigasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakra dicabul dan dinyatakan
ligak berlaku.

KETUJUH . Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal I oL70&ER L0

GUBERNUR
OAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
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HAMENGKU BUWONG X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepads Yth,

Sekretaris Daerah Provinsi DIY',

Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;

Inspektur Provinsi DIY;

Kepala DPPKA Provinsi DIY;

Kepala Dinas PU Perumahan dan EZ0M Provinsi DIY,
Kepala Biro Hukum setda Provinsi DIY,

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Proving DIY,
Semua Anggota Tim.

Untuk dikeiahui dan/atau dipemqunakan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR #%g [&ep /2org
TANGGAL 30 e rat 2ol Gro

SUSUNAN DAN PERSONALLS

T JABATAN DALAM INSTANSTILEMBAGA,

Kepala Badan Pecencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Daarah Istimewa Yogyakarta.

Kepala [hnas PU Perumahan dan ESOM Provinsi DY

Kepala Bidang Sumber Daya Ar pada Dinas Pu Perumahan dan
ESDM Frovinsi DIY.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanizn Provinsi DIY

KOMISE IRIGAS]
No. | JABATAN DALAM
KOMIST

& | Ketua

B Ketua Harian

o, Sekratans |
Sekratans |l

r. 1 Anggota 1.

2.

10,
11,
12,
13,
14,
15,
18.
17
18,
19,
20,
| 21
22

N

Kepala Balai Fengelclaan Sumber Daya Air Dinas PU

Perumahan dan ESDM Provingi DIY

¥epaia Eidang Sarana dan Prasarana pada Bappeda Prowinsi
oY

Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PU Perumahan dan
ESDM Proving DIY

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumbes
Craya Air pada Binas PU Perumahan dan ES0DM Provinsi DEY
Kepala Seksi Operasi dan Pengelolaan Data Balai
Fengslolaan Sumber Daya Air pada Dinas PL Perumahan dan
ESOM Provinsi DIY

¥epala Bidang Tanaman Horikuitura pada Dinas Pertaman
Provins OIY

Kapala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan
pada Dinas Pertanian Provinsi DIY

Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Alr Bidang Sumber
Daya Air pada Dinas Py Perurmahan dan ESDA Provins DY
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Ar dan Lingkungan Hidup
pada Bappeda Provinsi DIY.

Unsur GP3A di Kalibawang i

Unsur GP3A Pekik Jarnal {Sisterm Kalibawang}

Unsur GP3A DI Lintas Tinorejo Kiri

Ursur GP3A Dl Lintas Varn Der Wijck Hilir

Unsur GP3A DI Mncan

Unsur GP34S DM Pijenan

Unsur GP3A 0 Sapon

Unsur GP3A DI Simno

Unsur GP3A DEVan Der Wijck Huls

Unsur Komisi Irigasi Kabpaten Bantul

Unsur Komisi Irigasi Kabupaten Gunungkidul

Unsur Kemisi Irigasi Kabupaten Kulon Progo

Lnsur Komisi Ingasi-Kabupaten Sleman

Unsur PG Madukismo

GLBFRNLUR
DALRAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
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Menetapkan
KESATU

KEDLA

KETIGA,

KECMPAT

HEL s,

Peraturan Caerah Provinsi Dasrah [stimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun
2010 tentang Irigasi {Lembaran OCaerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2010 Nomor B);

Pearaturan Gubemyr Dazrah [stimewa Yogyakarta Nomer 5 Tahun 2010
tentang Kelembagaan Pengelalaan Irgasi {Berita Dasrah Pravinsi Daerah
Istimewa Yegyakarta Tahun 2010 Momor 5 3;

MEMUTUSKAN :

Mombentuk Kemisi Ingasi dengan Susunan dan FPersonalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran . yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari
Keputusan ini,

Tugas pokok Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum XESATU
sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan  dan
meningkatkan konchat dan fungsi irigasi;

2. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan
pemberian air irigasi bagi pertanian, Jan keperuan lainfya;

3. Merekomendasikan prentas alokasi.dana pengelolaan irigasi melalui
forum mysyawarah pembangunan;

4. Merumuskan rencana tala tanam yang telah disiapkan aieh dinas
instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang
tersedia pada seltap daerah jrigasi, pemberian air serentak atau
golongan, kKesesyaian jenis tznaman, rencana pembagian dan
pemberian air;

5. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
yang meliputi prioritas penyediaan dana, pioritas pemelibharaan, dan
prioritas rehabilitasi;

6. Memberikan masukan dalam rangka evsluasi pengelolzan aset
ingasi;

7. Memberkan pertimbasgan dan masukan atas pemberan izin
alckasi air unluk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan ingasi
dan paningkatan janngan ingasi,

8 Memberikan masukan kepada Gubernur mengenar  panetapan hak
guna pakat air untuk irigasi kepada Badan Usaha, Badan Sosial,
ataupun perseorangan;

9. Membahas dan memberikan perdimbangan dalam  mengalasi
permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan
akibat bengana alam lain;

10, Memberkan masukan dan pedimbangan datam proses penstapan
Peraturan Daerah tentang irigasi;

11. Memberikan masuvkan dan pertimbangan dalam upaya menjaga
keandalan dan keberlanjuian system irigasi, dan

12, Melaporkan kepada Gubernur hasil mrogram dan progres masukan
yang diperolch, seia melaporkan kegiatan yang dilakukan selamsa 1
{satu} tahun kegiatan.

Komisi inigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksued dalam
DiKtum KEDLIA bertanggungjawal kepada (Subernur,

Untuk kelancaran pelaksanasn lugas komisi rigast dibentuk Hokrotna
Komisi nigasi yang dilelapkan dengan ¥eputusan Kelsa Haran wones
Irgasi.

Segala biaya yang timbul sebagar akibat dietapkannya Keputusan n
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerabh Provins
Daerah Istmewa Yogyakarta.



GUBERNUR. DAERAH ISTIMEWA YOSGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOG YAKARTA
NOMOR oZ yy/ksﬁ/omm
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISH IRIGASI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Memmbang © bahwa untuk melaksanakan ketemtuan -dalam Fasal 3 Peraturan Menteri
Pekeraan Urmum MNomor 31T/PATMWZ007 Tahun 2007 Llentang Pedoman
mangena. Komisi Irigasi, peru menalapkan Keputysan Gubernue tentang
Pembentukan Kemis Irigasi ;

Menging at 1. Undang-Undang Meror 3 Tabun 1950 tentang Pemibentukan [aerah
istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
Urdang Nomer 8 Tahun 1955 tertang Perubahan Undang-Undang Nomaor
3 jo. Nomgr 12 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1255 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiag Momor B27);

2. Undang-Undang WNomeor ¥ Tahun 2004 tentang Sumber Oaya Aar
{Lembaran Negara Repuni indonesia Tahun 2008 Memor 32 Tambahan
Lembaran Negara Republk InQonesia Nomor 43773,

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Etembaran Hegara Republik Indonesia Momaor 4437
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang MNomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2008 Namar 59 Tambahan Lembaran Neqars Republik
Indonesia Nomor 4Ed4),

4 Pedaturan Pemenntah Noemer 31 Tahun 1850 (entang Berlakunya Wadang-
Lindang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1850 (Berta Negara Republik
Indanesia Tahun 1950 Nomor 58)

Peraturan Pemernintah Namor 20 Tahune 2006 tentang Ingas { Lembaran
Negara Repubbk Indooesa Tahun 2006 Momaor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624,

=

fi Keputusan Mentern Menten Pekefjaan Limam Naomor AFERTM2007
Fanun 2007 terlang Pedoman Wenganal Konns Ingas:,

-l

Peraturan Daerah Frowins Darrah (stimewa Yogyakana Momor 7 Talwn
2007 tentang Urusan Pemenntahan Yang Menjadi Kewenannan Provins
Dacrah  Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daeran Provinsl  Daerahb
Istimewa Yaogyakarta Tabun 2007 Nomor 73



